
Belum 

tersedianya 

perencanan 

kebutuhan jangka 

menengah 

pegawai selama 

5 tahun 

Belum 

tersedianya data 

pegawai secara 

real time dan 

lengkap 

Belum 

tersedianya 

data pegawai 

yang akan 

pensiun dalam  

jangka 

menengah (5 

tahun) 

Belum adanya  

kebijakan 

internal pergub 

terkait 

pengadaan 

ASN

Belum 

optimlanya 

penyusunan 

ketersediaan 

rencana 

pengadaan ASN 

untuk tahun 

berjalan

Belum 

dilaksanakan 

penerimaan 

PPPK/pengaliha

n PNS dari 

instansi lain 

pada tahun 

terakhir 

dilakukan secara 

terbuka dan 

kompetitif

Belum 

Optimalnya 

penempatan 

PNS yang 

sesuai jabatan 

yang dilamar

Belum adanya 

kebijakan 

internal pergub  

tentang pola 

karier

Belum adanya 

kebijakan 

internal pergub  

tentang mutasi, 

rotasi  dan 

promosi dengan 

mengacu 

kepada rencana 

suksesi

Belum 

dilaksanaan 

mutasi, rotasi dan 

promosi ke JPT, 

Administrator dan 

Pengawas 

secara terbuka 

dan kompetitif

Belum 

comprehensiven

ya 

Pembangunan 

Sistem Informasi 

Kepegawaian 

yang berbasis 

online yang 

terintegrasi 

dengan sistem 

penilaian kinerja, 

penegakan 

disiplin dan 

pembinaan 

pegawai.

Belum 

Optimalisais 

Penguatan  dan 

penggunaan 

asessment 

center dalam 

pemetaan  

potensi  dan 

kompetensi dan 

pengisian 

jabatan dalam 

rangka promosi, 

mutasi, demosi, 

rotasi dan 

pengembangan 

pendidikan dan 

pelatihan 

pegawai

Kurangnya 

komitmen dan 

perhatian 

pemerintah 

daerah terhadap 

perlindungan 

dan pemberian 

kemudahan 

pegawai dari 

jaminan 

kesehatan, 

jaminan 

kecelakaan 

kerja, program 

pensiun

Belum 

maksimalnya 

pelayanan 

administrasi 

kepegawaian

Belum adanya 

kebijakan 

penggunaan 

hasil penilaian 

kinerja bagi 

penentuan 

keputusan 

manajemen 

terkait 

pembinaan 

dan 

pengembanga

n karier 

(promosi, 

mutasi, 

demosi, rotasi, 

diklat)

Belum 

dilakukan 

analisis 

permasalaha

n kinerja dan 

strategi 

penyelesaian

nya

Belum 

dilaksanakan

ya  penilaian 

kinerja 

secara 

berkala untuk 

memastikan 

tercapainya 

kontrak 

kinerja

Belum 

Optimalnya 

Penerapan 

metode 

penilaian 

kinerja yang 

obyektif dan 

terukur

Belum 

disusunnya 

profil pegawai 

yang disusun 

berdasarkan 

pemetaan 

talenta/ 

kompetensi

Belum disusun 

standar 

kompetensi 

manajerial, 

bidang, dan 

sosio kultural 

untuk setiap 

jabatan

Belum 

disusunnya 

talent pool 

dan rencana 

suksesi yang 

disusun 

berdasarkan 

profil ASN 

(kualifikasi, 

kompetensi, 

kinerja) 

dengan 

mempertimba

ngkan pola 

karir

Belum 

disusunya  

analis tentang 

kesenjangan 

kualifikasi dan 

kompetensi 

pegawai

Belum 

disusunya  

analis 

kesenjangan 

kinerja

Belum adanya  

strategi dan 

program untuk 

mengatasi 

kesenjangan 

kompetensi 

dan kinerja 

dalam rangka 

peningkatan 

kapasitas ASN

Belum 

optimalnya 

fasilitasi diklat 

dalam rangka 

mengatasi 

kesenjangan

Belum ada 

peningkatan  

kompetensi 

melalui praktik 

kerja dan 

pertukaran 

pegawai

Belum adanya 

peningkatan  

kompetensi 

melalui 

coaching, 

counseling 

dan mentoring

Masih 

kurangnya 

penegakan 

disiplin, kode 

etik dan kode 

perilaku ASN di 

lingkungan 

instansinya

Belum 

Optimalnya 

pengelolaan 

data terkait 

pelanggaran 

disiplin, 

pelanggaran 

kode etik dan 

kode perilaku 

yang dilakukan 

pegawai

Belum 

optimalnya 

pelaksanaan 

kebijakan 

internal untuk 

memberi 

penghargaan 

yang bersifat 

finansial dan 

non-finansial 

kepada 

pegawai 

berprestasi 

dan berkinerja 

baik

Belum adanya 

dokumen 

kebutuhan jangka 

menengah 

pegawai 

Pengelolaan 

elektornik data 

pegawai yang 

belum optimal

Pengelolaan 

data pensiun 

yang belum 

maksimal 

karena belum 

terintegrasi 

dengan SMART

Penyusunan 

Formasi Provinsi 

Riau yang belum 

maksimal sesuai 

kebutuhannya

80% pegawai 

yang baru 

diangkat menjadi 

PNS untuk 

formasi Tahun 

2014  yang 

ditempatkan 

sesuai jabatan 

yang dilamar

Pengelolaan 

Proses Mutasi, 

Rotasi, Promosi 

belum tertata 

dengan baik dan 

belum dilakukan 

secara seleksi 

kompetensi

Pengembangan 

E- Government 

Manajemen 

Kepgawaian 

Provinsi Riau 

belum optimal

Belum 

terakreditasinya  

UPT Penilaian 

Kompetensi

Penyelengga

raan 

penilaian 

kinerja yang 

belum 

maksimal

Pembinaan 

berjenjang di 

OPD tidak 

berjalan dan 

informasi 

tentang 

pelanggaran 

disiplin pada 

OPD tidak 

tersampaikan 

secara dini

Belum 

optimalnya 

pemberian 

reward  PNS

Pengelolaan 

Jabatan 

Fungsional 

tertentu yang 

belum sesuai 

dengan 

penempatan dan 

kebutuhannya

BELUM OPTIMALNYA PERENCANAAN KEBUTUHAN 
BELUM ADANYA KESEUAIAN ANTARA PENGADAAN PEGAWAI 

DENGAN KEBUTUHAN

BELUM OPTIMALNYA SISTEM 

PENDUKUNG

BELUM OPTIMALNYA PROMOSI, MUTASI DAN 

ROTASI

BELUM OPTIMALNYA MANAJEMEN PELAYANAN ASN

BELUM OPTIMALNYA 

PELINDUNGAN DAN PEMBERIAN 

KEMUDAHHAN

BELUM MAKSIMALNYA 

PENYELENGGARAAN PEMERINTAH 

DAERAH YANG BERSIH, TRANSPARAN 

DAN AKUNTABEL

PENYEBAB

RENDAHNYA PROFESIONALISME ASN DI 

PROVINSI RIAU

MASALAH 

UTAMA

BELUM OPTIMALNYA MANAJEMEN KINERJA
BELUM OPTIMALNYA PENGGAJIAN, 

PENGHARGAAN DAN DISIPLIN

BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN KARIR DAN 

PENINGKATAN KOMPETENSI

Problem analysis

Gambar 3.1 

DAMPAK

BELUM MAKSIMALNYA KINERJA ASN DAN 

PELAYANAN PUBLIK

BELUM OPTIMALNYA PEMBINAAN  ASN

BELUM OPTIMALNYA TATA KELOLA 

PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN 

PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA 

BERBASIS TEKNOLOGI INORMASI 
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